KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 201/PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/X /2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 194 /PL.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/IX /2020 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat bersama KPU Kota
Palu dengan Bawaslu Kota Palu dan Petugas
Penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020 dengan agenda perubahan
keputusan tentang pembatasan pengeluaran dana
kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 194/PL.02.5-
Kpt/7271/KPU-Kot/1X/2020 tentang Pembatasan
Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;



Mengingat
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: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor...
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Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1059);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905},
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 615);
Berita Acara Kesepakatan Bersama KPU Kota Palu
dengan Bawaslu Kota Palu dan Petugas Penghubung
Pasangan Calon Nomor : 141/PL.02.5-BA/02/7271/KPU-
Kot/X /2020, tanggal 05 Oktober 2020;
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 194/PL.02.5-
Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

Menetapkan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Palu Tahun 2020 yaitu paling banyak sebesar Rp.
14,342,484,000 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus
Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh
Empat Ribu Rupiah).

Pembatasan Pengeluaran Dana kampanye sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, didasari dengan
memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan
Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar
biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan,
cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
manajemen Kampanye/Konsultan.

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Palu Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana
kampanye.

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Palu Tahun 2020 yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai
sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 05 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

aslinya KOTA PALU,
&%&EMILIHAN UMUM ttd

AGUSSALIM WAHID



